   LEMBARAN DAERAH 
Nomor 04



KABUPATEN MOROWALI

                               Tahun 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI

NOMOR    4      TAHUN 2011
TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN BUNGKU PESISIR
DIWILAYAH KABUPATEN MOROWALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MOROWALI,
Menimbang
:
a. 
bahwa dengan semakin meningkatnya volume kegiatan dibidang pemerintahan dan pembangunan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pelayanan umum di wilayah Kecamatan Bungku Selatan di pandang perlu dilakukan pembentukan kecamatan baru;
b. bahwa sesuai dengan pasal 126 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pembentukan Kecamatan harus di tetapkan dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu membentuk Kecamatan Bungku Pesisir di wilayah Kabupaten Morowali;
Mengingat
:
1. 
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999    Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966); 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia        Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran     Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan  dan Penegasan Batas Desa;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;

10. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Desa;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali  (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0123);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 6 Tahun 2008 tentang Oraginisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan Kabupaten Morowali ( Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2001 Nomor 71, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0070 ).

13. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 7  Tahun 2010 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2010 Nomor 07,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 148).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI

dan

BUPATI MOROWALI

MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN BUNGKU PESISIR DI WILAYAH KABUPATEN MOROWALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud Dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Morowali

2. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah. 
3. Kepala Daerah adalah Bupati Morowali.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di sebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah.
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Morowali.
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan asal - usul dan Adat Istiadat setempat yang diakui dalam system Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Morowali.
7. Pembentukan Kecamatan adalah tindakan mengadakan Kecamatan baru dalam satu Wilayah.
BAB II

PENETAPAN WILAYAH KECAMATAN DAN KEDUDUKAN IBU KOTA KECAMATAN BUNGKU PESISIR
Pasal 2
(1)
Membentuk Kecamatan  Bungku Pesisir  di Wilayah Kabupaten Morowali yang meliputi  10 (Sepuluh) Desa yaitu : 
1. Desa Puungkeu
2. Desa Tangofa
3. Desa Oneote

4. Desa Tanda Oleo

5. Desa Lafeu

6. Desa Torete
7. Desa Buleleng

8. Desa Laroenai

9. Desa Sambalagi

10. Desa Were’ea

(2)
Pusat Pemerintahan Kecamatan Bungku Pesisir berkedudukan di Desa Lafeu.
(3)
Wilayah Kecamatan Bungku Pesisir sebagaimana di maksud pada ayat (1) Pasal ini, semula merupakan Bagian dari Wilayah Kecamatan Bungku Selatan.
Pasal 3

Dengan di bentuknya Kecamatan Bungku Pesisir, maka untuk Wilayah Kecamatan Bungku Selatan terdiri dari Desa masing - masing:
1.  Desa Sainoa
2.  Desa Polewali
3.  Desa Umbele

4.  Desa Pulau Dua 

5.  Desa Balaka

6.  Desa Paku

7.  Desa Koburu
8.  Desa Buton

9.  Desa Jawi-jawi

10. Desa Kaleroang

11. Desa Bunginkela

12. Desa Lakombulo

13. Desa Buah Jangka

14. Desa Waru-waru
15. Desa Padabale

16. Desa Pado-pado

17. Desa Pulau Bapa

18. Desa Lalemo
19. Desa Lamontoli
20. Desa Bungintende

21. Desa Panimbawang

22. Desa Po’o

23. Desa Boelimau
BAB III

BATAS WILAYAH, LUAS WILAYAH DAN JUMLAH PENDUDUK

Pasal 4

(1)
Batas Wilayah Kecamatan Bungku Pesisir sebagaimana dimaksud pada pasal 2, adalah 

sebagai berikut :
· Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bete-bete Kecamatan  Bahodopi
· Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Salabangka Kecamatan Bungku Selatan
· Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lamontoli Kecamatan Bungku Selatan
· Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Konawe Utara Propinsi Sulawesi Tenggara
(2)
Penetapan Batas Kecamatan Bungku Pesisir secara definitif dilaksanakan setelah penegasan Batas melalui pemasangan Pilar Batas dilapangan dengan Surat Keputusan Bupati Morowali.

(3)
Batas Wilayah Kecamatan Bungku Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dituangkan dalam peta ( terlampir ) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Luas Wilayah Kecamatan Bungku Pesisir adalah 867.29 Km²
Pasal 6

Jumlah Penduduk Kecamatan Bungku Pesisir adalah 4.884 Jiwa
BAB IV
KETENTUAN LAIN - LAIN
Pasal 7
Pemecahan, Penyatuan, Penghapusan, Perubahan Nama dan Batas Desa dalam Kecamatan Bungku Pesisir yang di tetapkan dalam peraturan Daerah ini sepanjang tidak mengakibatkan perubahan batas Wilayah Kecamatan, diatur dengan Peraturan Daerah.
BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

(1) Ketentuan Pelaksanaan Peraturan daerah ini di atur lebih lanjut dengan keputusan Bupati Morowali.
(2) Segala sesuatu yang berkenaan dengan dana sebagai akibat dari pembentukan Kecamatan Bungku Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Peraturan daerah ini diatur dengan Keputusan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan dengan memperhitungkan kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
Pasal 9

Segala Peraturan dan ketentuan-ketentuan lain yang mengatur tentang pembentukan dan perubahan batas Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten morowali yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Dearah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 10
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

       Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali.
Ditetapkan di  :  Bungku

pada tanggal
:  26  April   2011
BUPATI  MOROWALI,
TTD + CAP
ANWAR  HAFID


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2011 NOMOR 04
PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI 
NOMOR   4     TAHUN 2011
TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN BUNGKU PESISIR 

DIWILAYAH KABUPATEN MOROWALI

A. UMUM


Kecamatan Bungku Selatan adalah sebuah Kecamatan yang terletak di perairan Teluk Tolo Kecamatan Bungku Selatan terdiri dari 33 Desa, 21 Desa Pulau, 12 Desa Pesisir Pantai yang kemudian 10 Desa memisahkan diri dan membentuk sebuah Kecamatan yang di berinama oleh Masyarakat setempat Kecamatan Bungku Pesisir. Kecamatan bungku Pesisir memiliki potensi ekonomi Pertambangan, Kehutanan, Perkebunan, Pertanian, dan  Budidaya Perikanan karena sebagian besar Wilayahnya terdiri dari dataran dan Pesisir Pantai. 


Pembentukan Kecamatan Bungku Pesisir di dasarkan pada pertimbangan Geografis kependudukan, Pelayanan Pemerintah, Sosial Budaya dan Pertumbuhan ekonomi Masyarakat. Pembentukan Kecamatan Bungku Pesisir dimaksudkan untuk memperlancar Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan yang pada akhirnya dapat menciptakan kesejahteraan Rakyat sebagaimana diharapkan dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah yang berdaya guna dan berhasil guna sesuai amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 


Cukup Jelas

Pasal 2 


Cukup jelas

Pasal 3


Cukup jelas

Pasal 4


Cukup jelas
Pasal 5


Luas Wilayah Kecamatan Bungku Pesisir adalah hasil penjumlahan dari luas 13 wilayah Desa, Yaitu :

1. Desa Puungkeu Luas wilayah adalah 68.90 KM²;

2. Desa Tangofa Luas Wilayah adalah 118.70 Km²;

3. Desa One ete Luas Wilayah adalah 59.86 Km²;

4. Desa Tanda Oleo Luas Wilayah adalah 171.86 Km²;

5. Desa Lafeu Luas Wilayah adalah 105.68 Km²;

6. Desa Torete Luas Wilayah adalah 46.64 Km²;

7. Desa Buleleng Luas Wilayah adalah 85.65 Km²;

8. Desa Laroenai Luas Wilayah adalah 84.76 Km²;

9. Desa Sambalagi Luas Wilayah adalah 76.44 Km²;

10. Desa Wereea Luas Wilayah adalah 48.80 Km²;

Pasal 6


Jumlah Penduduk berdasarkan hasil penelitian dan pengumpulan data pada tahun 2009 yaitu :

	NO
	NAMA DESA
	LUAS WILAYAH
	JUMLAH KK
	MENURUT KELAMIN
	JUMLAH

	
	
	
	
	LK
	PR
	

	1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.


	Puungkeu

Tangofa

One Ete

Tanda Oleo

Lafeu

Torete

Buleleng

Laroenai

Sambalagi

Wereea
	68.90
118,70

59.86

171.86
105.68
46.64
85.65
84.76
76.44
48.80

	53

169

48

96

306

145

172

47

143

43


	127
370
129
199
572

311
426
113
291
72

	120
300
104
178
560
299

287
97
255
74

	247
670
233
377
1.132
610
713
210
546
146

	
	JUMLAH
	867.29
	1.523
	2.610
	2.274
	4.884


Pasal 7


Cukup Jelas

Pasal 8 


Cukup Jelas

Pasal 9


Cukup Jelas

Pasal 10


Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR  166
LEMBARAN DAERAH 

Nomor  05 



KABUPATEN MOROWALI

                
       Tahun 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI

NOMOR   5    TAHUN 2011
TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN LEMBO RAYA
DIWILAYAH KABUPATEN MOROWALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MOROWALI,
Menimbang
:
a. 
bahwa dengan semakin meningkatnya volume kegiatan dibidang pemerintahan dan pembangunan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pelayanan umum di wilayah Kecamatan Lembo di pandang perlu dilakukan pembentukan kecamatan baru;

b. bahwa sesuai dengan pasal 126 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pembentukan Kecamatan harus di tetapkan dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu membentuk Kecamatan Bungku Pesisir di wilayah Kabupaten Morowali;

Mengingat
:
1. 
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999    Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966); 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran     Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan  dan Penegasan Batas Desa;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;

10. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Desa;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali  (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0123);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 6 Tahun 2008 tentang Oraginisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan Kabupaten Morowali ( Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2001 Nomor 71, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0070 ).

13. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 7  Tahun 2010 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2010 Nomor 07,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 148).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI

dan

BUPATI MOROWALI
MEMUTUSKAN  :
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN LEMBO RAYA DI WILAYAH KABUPATEN MOROWALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Morowali

b. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah. 

c. Kepala Daerah adalah Bupati Morowali.

d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di sebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah.

e. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Morowali.

f. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan asal - usul dan Adat Istiadat setempat yang diakui dalam system Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Morowali.

g. Pembentukan Kecamatan adalah tindakan mengadakan Kecamatan baru dalam satu Wilayah.

BAB II

PENETAPAN WILAYAH KECAMATAN DAN KEDUDUKAN IBU KOTA KECAMATAN LEMBO RAYA
Pasal 2

(1) Membentuk Kecamatan  Lembo Raya di Wilayah Kabupaten Morowali yang Meliputi 10          


( Sepuluh ) Desa yaitu : 

1. Dolupo Karya

2. Po’ona

3. Petumbea

4. Ronta

5. Pontangoa

6. Jamor Jaya

7. Pa’waru

8. Lembobelala

9. Bintangor Mukti

10. Mandula

 (2)  Pusat Pemerintahan Kecamatan Lembo Raya berkedudukan di Desa Petumbea dan Prasarana dan sarana aparatur Pemerintahan Kecamatan dalam pemberian pelayanan  Masyarakat dapat ditempatkan di wilayah selatan dan timur Kecamatan Lembo Raya.
(3)
Wilayah Kecamatan Lembo Raya sebagaimana di maksud pada ayat ( 1 ) Pasal ini, semula 
 
merupakan Bagian dari Wilayah Kecamatan Lembo
Pasal 3

Dengan di bentuknya Kecamatan Lembo Raya, maka untuk Wilayah Kecamatan Lembo terdiri dari Desa masing - masing:

1.  Desa Korowou
2.  Desa Lembo Roma
3.  Desa Korompeli
4.  Desa Kumpi
5.  Desa Koro Walelo
6.  Desa Tinompo
7.  Desa Beteleme
8.  Desa Uluanso
9.  Desa Mora
10. Desa Tingkeao
11. Desa Waraa
12. Desa Wawopada
13. Desa Korobonde

14. Desa Lembo Baru

BAB III

BATAS WILAYAH, LUAS WILAYAH DAN JUMLAH PENDUDUK

Pasal 4

(1)
Batas Wilayah Kecamatan Lembo Raya sebagaimana dimaksud pada pasal 2, adalah sebagai  berikut :

· Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Beteleme Kecamatan  Lembo
· Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bimor Jaya Kecamatan Petasia Timur
· Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur 
· Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lembo Baru Kecamatan Lembo
(2)
Penetapan Batas Kecamatan Lembo Raya secara definitif dilaksanakan setelah Penegasan Batas melalui pemasangan Pilar Batas di lapangan dengan Surat Keputusan Bupati Morowali.
(3)
Batas Wilayah Kecamatan Lembo Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dituangkan dalam peta ( Terlampir ) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Luas Wilayah Kecamatan Lembo Raya adalah 657.61 Km²

Pasal 6

Jumlah Penduduk Kecamatan Lembo Raya adalah 19.494 Jiwa

BAB IV

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 7

Pemecahan, Penyatuan, Penghapusan, Perubahan Nama dan Batas Desa dalam Kecamatan Lembo Raya yang di tetapkan dalam peraturan Daerah ini sepanjang tidak mengakibatkan perubahan batas Wilayah Kecamatan, diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

(1)
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan daerah ini di atur lebih lanjut dengan keputusan Bupati Morowali.
(2)
Segala sesuatu yang berkenaan dengan dana sebagai akibat dari pembentukan Kecamatan Lembo Raya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan daerah ini diatur dengan Keputusan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan dan dengan memperhitungkan kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
Pasal 9

Segala Peraturan dan ketentuan-ketentuan lain yang mengatur tentang pembentukan dan perubahan batas Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Morowali yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Dearah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

 Peraturan Daerah ini mulai berlaku Pada tanggal di undangkan.

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan   Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di  : Bungku

pada tanggal
: 26 April 2011
BUPATI  MOROWALI,
TTD + CAP
ANWAR  HAFID


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2011 NOMOR 05     
PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR  5  TAHUN 2011
TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN LEMBO RAYA
DIWILAYAH KABUPATEN MOROWALI

A. UMUM


Kecamatan Lembo adalah sebuah Kecamatan yang terletak di Tengah Pulau Sulawesi Kecamatan Lembo terdiri dari 24 Desa, kemudian 10 Desa memisahkan diri dan membentuk sebuah Kecamatan yang di berinama oleh Masyarakat setempat Kecamatan Lembo Raya. Kecamatan Lembo Raya memiliki potensi ekonomi Perkebunan Karet dan Sawit, Pertanian, dan  Peternakan, Pertambangan dan Kehutanan karena sebagian besar Wilayahnya terdiri dari dataran dan Pegunungan. 


Pembentukan Kecamatan Lembo Raya di dasarkan pada pertimbangan Geografis kependudukan, Pelayanan Pemerintah, Sosial Budaya dan Pertumbuhan ekonomi Masyarakat. Pembentukan Kecamatan Lembo Raya dimaksudkan untuk memperlancar Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan yang pada akhirnya dapat menciptakan kesejahteraan Rakyat sebagaimana diharapkan dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah yang berdaya guna dan berhasil guna sesuai amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 


Cukup Jelas

Pasal 2 


Cukup jelas

Pasal 3


Cukup jelas

Pasal 4


Cukup jelas
Pasal 5


Luas Wilayah Kecamatan Lembo Raya adalah hasil penjumlahan dari luas 10 wilayah Desa, Yaitu :

1. Desa Dolupo Karya Luas wilayah adalah 169.90 Km²;

2. Desa Po’ona Luas Wilayah adalah 40.00 Km²;

3. Desa Petumbea Luas Wilayah adalah 48.00 Km²;

4. Desa Ronta Luas Wilayah adalah 40.00 Km²;

5. Desa Pontangoa Luas Wilayah adalah 43.00 Km²;

6. Desa Jamor Jaya Luas Wilayah adalah 60.29 Km²;

7. Desa Pa’waru Luas Wilayah adalah 60.17 Km²;

8. Desa Lembobelala Luas Wilayah adalah 63.21 Km²;

9. Desa Bintangor Mukti Luas Wilayah adalah 73.04 Km²;

10. Desa Mandula Luas Wilayah adalah 60.00 Km²
Pasal 6


Jumlah Penduduk berdasarkan hasil penelitian dan pengumpulan data pada tahun 2009 yaitu :

	NO
	NAMA DESA
	LUAS WILAYAH
	JUMLAH KK
	MENURUT KELAMIN
	JUMLAH

	
	
	
	
	LK
	PR
	

	1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
	Dolupo Karya

Poona

Petumbea

Ronta

Pontangoa

Jamor Jaya

Paawaru

Lembobelala

Bintangor Mukti

Mandula
	169’90
40’00
48.00
40.00
43.00
60.29
60.17
63.21
73.04
60.00
	165

132

152

249

199

255

221

115

126

129


	648
279
299
345
350
618
441
148
223
291
	673
261
255
328
326
590
374
211
216
228
	1.321
540
554
676
676
1.208
815
395
439
519

	
	JUMLAH
	657.61
	1.743
	9.850
	9.644
	19.494


Pasal 7


Cukup Jelas

Pasal 8 


Cukup Jelas

Pasal 9


Cukup Jelas
Pasal 10


Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR 167
LEMBARAN DAERAH 

Nomor  06



KABUPATEN MOROWALI


                   Tahun 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI

NOMOR   6   TAHUN 2011
TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN PETASIA TIMUR
DIWILAYAH KABUPATEN MOROWALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MOROWALI,
Menimbang
:
a. 
bahwa dengan semakin meningkatnya volume kegiatan dibidang pemerintahan dan pembangunan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pelayanan umum di wilayah Kecamatan Petasia di pandang perlu dilakukan pembentukan kecamatan baru;

b. bahwa sesuai dengan pasal 126 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pembentukan Kecamatan harus di tetapkan dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu membentuk Kecamatan Bungku Pesisir di wilayah Kabupaten Morowali;

Mengingat
:
1. 
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999    Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966); 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran     Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan  dan Penegasan Batas Desa;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;

10. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Desa;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali  (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0123);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 6 Tahun 2008 tentang Oraginisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan Kabupaten Morowali ( Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2001 Nomor 71, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0070 ).

13. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 7  Tahun 2010 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2010 Nomor 07,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 148).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI

dan

BUPATI MOROWALI

MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN PETASIA TIMUR DI WILAYAH KABUPATEN MOROWALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Morowali

b. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah. 

c. Kepala Daerah adalah Bupati Morowali.

d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di sebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah.

e. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Morowali.

f. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan Adat Istiadat setempat yang diakui dalam system Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Morowali.

g. Pembentukan Kecamatan adalah tindakan mengadakan Kecamatan baru dalam satu Wilayah.

BAB II

PENETAPAN WILAYAH KECAMATAN DAN KEDUDUKAN IBU KOTA KECAMATAN PETASIA TIMUR
Pasal 2

(1) Membentuk Kecamatan  Petasia Timur di Wilayah Kabupaten Morowali yang Meliputi 10        

( Sepuluh ) Desa yaitu : 

1. Bunta
2. Tompira
3. Bungintimbe
4. Towara
5. Molino
6. Mohoni
7. Ungkea
8. Bimor Jaya
9. Molores
10. Keuno
(2) Pusat Pemerintahan Kecamatan  Petasia Timur berkedudukan di Desa Bungintimbe.
(3)Wilayah Kecamatan Petasia Timur sebagaimana di maksud pada ayat ( 1 ) Pasal ini, semula 
merupakan Bagian dari Wilayah Kecamatan Petasia.
Pasal 3
Dengan di bentuknya Kecamatan Petasia Timur, maka untuk Wilayah Kecamatan Petasia terdiri dari Kelurahan dan Desa masing - masing:

1. Kelurahan Bahontula

2. Kelurahan Bahoue

3. Kelurahan Kolonodale

4. Desa Gulana
5. Desa Koya 

6. Desa Korolaki

7. Desa Korolama
8. Desa Koromatantu
9. Desa Mondowe
10. Desa Onepute
11. Desa Sampalowo
12. Desa Moleono
13. Desa Marelee
14. Desa Tiu
15. Desa Tontowea
16. Desa Togo Mulyo
17. Desa Polewali
18. Desa Tanauge
BAB III

BATAS WILAYAH, LUAS WILAYAH DAN JUMLAH PENDUDUK

Pasal 4

(1) 
Batas Wilayah Kecamatan Petasia Timur sebagaimana dimaksud pada pasal 2, adalah 


sebagai berikut :

· Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Korolama Kecamatan  Petasia
· Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Teluk Tomini
· Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Solonsa Kecamatan Wita Ponda
· Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Korowou Kecamatan Lembo
(2)
Penetapan Batas Kecamatan Petasia Timur secara definitif dilaksanakan setelah Penegasan Batas melalui Pemasangan Pilar Batas di lapangan dengan Surat Keputusan Bupati Morowali.
(3) Batas Wilayah Kecamatan Petasia Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dituangkan dalam peta ( Terlampir ) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Luas Wilayah Kecamatan Petasia Timur adalah 523,607 Km²
Pasal 6

Jumlah Penduduk Kecamatan Petasia Timur adalah 10.004 Jiwa

BAB IV

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 7

Pemecahan, Penyatauan, Penghapusan, Perubahan Nama dan Batas Desa dalam Kecamatan Petasia Timur yang di tetapkan dalam peraturan Daerah ini sepanjang tidak mengakibatkan perubahan batas Wilayah Kecamatan, diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

(1) Ketentuan Pelaksanaan Peraturan daerah ini di atur lebih lanjut dengan keputusan Bupati  

Morowali.
(2) Segala sesuatu yang berkenaan dengan dana sebagai akibat dari pembentukan Kecamatan Petasia Timur sebagaimana dimaksud dalam Peraturan daerah ini diatur dengan Keputusan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan dengan memperhitungkan kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 9

Segala Peraturan dan ketentuan-ketentuan lain yang mengatur tentang pembentukan dan perubahan batas Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Morowali yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Dearah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku Pada tanggal di undangkan.


Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatanya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di   : Bungku

pada tangga     :  26  April  2011
BUPATI  MOROWALI,
TTD + CAP
ANWAR  HAFID


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2011 NOMOR 06
PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR   6    TAHUN 2011
TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN PETASIA TIMUR
DIWILAYAH KABUPATEN MOROWALI

A. UMUM


Kecamatan Petasia adalah sebuah Kecamatan yang terletak di Teluk Tomori Pulau Sulawesi Kecamatan Petasia terdiri dari 3 Kelurahan dan 25 Desa, kemudian 10 Desa memisahkan diri dan membentuk sebuah Kecamatan yang di berinama oleh Masyarakat setempat Kecamatan Petasia Timur. Kecamatan Petasia Timur memiliki potensi ekonomi Tambang Batu Marmer, Kehutanan, Perkebunan Sawit, Budi Daya Ikan Air Tawar dan Pertanian karena sebagian besar Wilayahnya terdiri dari dataran dan Pegunungan. 


Pembentukan Kecamatan Petasia Timur di dasarkan pada pertimbangan Geografis kependudukan, Pelayanan Pemerintah, Sosial Budaya dan Pertumbuhan ekonomi Masyarakat. Pembentukan Kecamatan Petasia Timur dimaksudkan untuk memperlancar Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan yang pada akhirnya dapat menciptakan kesejahteraan Rakyat sebagaimana diharapkan dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah yang berdaya guna dan berhasil guna sesuai amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 


Cukup Jelas

Pasal 2 


Cukup jelas

Pasal 3


Cukup jelas

Pasal 4


Cukup jelas

Pasal 5


Luas Wilayah Kecamatan Petasia Timur adalah hasil penjumlahan dari luas 10 wilayah Desa, Yaitu :

1. Desa Bunta Luas wilayah adalah 69,14 KM²;

2. Desa Tompira Luas Wilayah adalah 65,00 Km²;

3. Desa Bungintimbe Luas Wilayah adalah 95,58 Km²;

4. Desa Towara Luas Wilayah adalah 104,6 Km²;

5. Desa Molino Luas Wilayah adalah 24,00 Km²;

6. Desa Mohoni Luas Wilayah adalah 68,54 Km²;

7. Desa Ungkea Luas Wilayah adalah 6,347 Km²;

8. Desa Bimor Jaya Luas Wilayah adalah 3,4 Km²;

9. Desa Molores Luas Wilayah adalah 60,00 Km²;

10. Desa Keuno Luas Wilayah adalah 27,00 Km²;
Pasal 6


Jumlah Penduduk berdasarkan hasil penelitian dan pengumpulan data pada tahun 2009 yaitu :

	NO
	NAMA DESA
	LUAS WILAYAH
	JUMLAH KK
	MENURUT KELAMIN
	JUMLAH

	
	
	
	
	LK
	PR
	

	1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
	Bunta
Tompira
Bungintimbe
Towara
Molino
Mohoni
Ungkea
Bimor Jaya
Molores
Keuno
	49,14
65,00
95,58
104,6
24,00
68,54
6,347
3,4
60,00
27,00
	154

242

213

182
238
235

119

393

167

316
	694
698
570
616
330
645
512
395
475
216

	585
644
584
656
340
783
372
304
399
186
	1279
1342
1154
1272
670
1428
884
699
874
402

	
	JUMLAH
	579,57
	2.259
	5151
	4853
	10004


Pasal 7


Cukup Jelas

Pasal 8 


Cukup Jelas

Pasal 9


Cukup Jelas

Pasal 10


Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR 168
LEMBARAN DAERAH 

Nomor  07



KABUPATEN MOROWALI


                   Tahun 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI

NOMOR   7    TAHUN 2011
TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN BUNGKU TIMUR
DIWILAYAH KABUPATEN MOROWALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MOROWALI,
Menimbang
:
a. 
bahwa dengan semakin meningkatnya volume kegiatan dibidang pemerintahan dan pembangunan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pelayanan umum di wilayah Kecamatan Bungku Tengah di pandang perlu dilakukan pembentukan kecamatan baru;

b. bahwa sesuai dengan pasal 126 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pembentukan Kecamatan harus di tetapkan dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu membentuk Kecamatan Bungku Pesisir di wilayah Kabupaten Morowali;

Mengingat
:
1. 
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999    Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966); 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran     Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan  dan Penegasan Batas Desa;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;

10. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Desa;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali  (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0123);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 6 Tahun 2008 tentang Oraginisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan Kabupaten Morowali ( Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2001 Nomor 71, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0070 ).

13. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 7  Tahun 2010 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2010 Nomor 07,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 148).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI

dan

BUPATI MOROWALI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN BUNGKU TIMUR DI WILAYAH KABUPATEN MOROWALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Morowali

b. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah. 

c. Kepala Daerah adalah Bupati Morowali.

d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di sebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah.

e. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Morowali.

f. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan Adat Istiadat setempat yang diakui dalam system Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Morowali.

g. Pembentukan Kecamatan adalah tindakan mengadakan Kecamatan baru dalam satu Wilayah.
BAB II

PENETAPAN WILAYAH KECAMATAN DAN KEDUDUKAN IBU KOTA KECAMATAN BUNGKU TIMUR
Pasal 2

(1) Membentuk Kecamatan  Bungku Timur di Wilayah Kabupaten Morowali yang Meliputi 10        

( Sepuluh ) Desa yaitu : 

1. One Pute Jaya
2. Bahomotefe
3. Bahomoahi

4. Ululere

5. Kolono

6. Geresa

7. Laroue

8. Nambo

9. Unsongi

10. Lahuafu
(2)  Pusat Pemerintahan Kecamatan  Bungku Timur berkedudukan di Desa Kolono.

(3) Wilayah Kecamatan Bungku Timur sebagaimana di maksud pada ayat ( 1 ) Pasal ini, semula 
merupakan Bagian dari Wilayah Kecamatan Bungku Tengah.

Pasal 3

Dengan di bentuknya Kecamatan Bungku Timur, maka untuk Wilayah Kecamatan Bungku Tengah terdiri dari Kelurahan dan Desa masing - masing:

1. Kelurahan Mendui
2. Kelurahan Lambere’a
3. Kelurahan Tofoiso
4. Kelurahan Marsaoleh

5. Kelurahan Matano
6. Kelurahan Bungi

7. Desa Puungkoilu
8. Desa Tudua

9. Desa Bahotobungku

10. Desa Tofuti
11. Desa Sakita

12. Desa Matansala

13. Desa Bahoruru

14. Desa Ipi

15. Desa Bente

16. Desa Bahomohoni

17. Desa Bahomoleo
18. Desa Bahomante

19. Desa Lanona
BAB III

BATAS WILAYAH, LUAS WILAYAH DAN JUMLAH PENDUDUK

Pasal 4

(1) Batas Wilayah Kecamatan Bungku Timur sebagaimana dimaksud pada pasal 2, adalah 

sebagai berikut :

· Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pungkoilu Kecamatan Bungku Tengah
· Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Teluk Tolo
· Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Le-le Kecamatan Bahodopi 
· Sebelah Barat berbatasan dengan Prov. Sulawesi Selatan Kab. Luwu Timur
(2) 
Penetapan Batas Kecamatan Bungku timur secara definitif dilaksanakan setelah penegasan Batas melalui Pemasangan Pilar Batas di lapangan dengan Surat Keputusan Bupati Morowali.

(3) 
Batas Wilayah Kecamatan Bungku Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dituangkan dalam peta ( Terlampir ) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Luas Wilayah Kecamatan Bungku Timur adalah 387,23 Km²

Pasal 6

Jumlah Penduduk Kecamatan Bungku Timur adalah 8.027 Jiwa

BAB IV

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 7

Pemecahan, Penyatuan, Penghapusan, Perubahan Nama dan Batas Desa dalam Kecamatan Bungku Timur yang di tetapkan dalam peraturan Daerah ini sepanjang tidak mengakibatkan perubahan batas Wilayah Kecamatan, diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

(1)   Ketentuan Pelaksanaan Peraturan daerah ini di atur lebih lanjut dengan keputusan Bupati Morowali.

(2)  Segala sesuatu yang berkenaan dengan dana sebagai akibat dari pembentukan Kecamatan Bungku Timur sebagaimana dimaksud dalam Peraturan daerah ini diatur dengan Keputusan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan dengan memperhitungkan kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 9

Segala Peraturan dan ketentuan-ketentuan lain yang mengatur tentang pembentukan dan perubahan batas Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Morowali yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Dearah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
         Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di  
: Bungku

pada tanggal

:  26  April 2011
BUPATI  MOROWALI,
TTD + CAP
ANWAR  HAFID


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2011 NOMOR 07
PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR    7  TAHUN 2011
TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN BUNGKU TIMUR
DIWILAYAH KABUPATEN MOROWALI

A. UMUM


Kecamatan Bungku Tengah adalah sebuah Kecamatan yang terletak di Pesisir Teluk Tolo Pulau Sulawesi Kecamatan Bungku Tengah terdiri dari 6 Kelurahan dan 23 Desa, kemudian 10 Desa memisahkan diri dan membentuk sebuah Kecamatan yang di berinama oleh Masyarakat setempat Kecamatan Bungku Timur. Kecamatan Bungku Timur memiliki potensi ekonomi Tambang, Kehutanan, Budi Daya Ikan Tambak dan Pertanian karena sebagian besar Wilayahnya terdiri dari dataran dan Pegunungan. 


Pembentukan Kecamatan Bungku Timur di dasarkan pada pertimbangan Geografis kependudukan, Pelayanan Pemerintah, Sosial Budaya dan Pertumbuhan ekonomi Masyarakat. Pembentukan Kecamatan Bungku Timur dimaksudkan untuk memperlancar Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan yang pada akhirnya dapat menciptakan kesejahteraan Rakyat sebagaimana diharapkan dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah yang berdaya guna dan berhasil guna sesuai amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 


Cukup Jelas

Pasal 2 


Cukup jelas

Pasal 3


Cukup jelas

Pasal 4


Cukup jelas

Pasal 5


Luas Wilayah Kecamatan Bungku Timur adalah hasil penjumlahan dari luas 10 wilayah Desa, Yaitu :

1. Desa One Pute Jaya Luas wilayah adalah 18,23 KM²;

2. Desa Bahomotefe Luas Wilayah adalah 55,00 Km²;

3. Desa Bahomoahi Luas Wilayah adalah 63,00 Km²;

4. Desa Ululere Luas Wilayah adalah 33,00 Km²;

5. Desa Kolono Luas Wilayah adalah 48,00 Km²;

6. Desa Geresa Luas Wilayah adalah 17,00 Km²;

7. Desa Laroue Luas Wilayah adalah 28,00 Km²;

8. Desa Nambo Luas Wilayah adalah 52,00 Km²;

9. Desa Unsongi Luas Wilayah adalah 47,00 Km²;

10. Desa Lahuafu Luas Wilayah adalah 26,00 Km²;

Pasal 6


Jumlah Penduduk berdasarkan hasil penelitian dan pengumpulan data pada tahun 2009 yaitu :

	NO
	NAMA DESA
	LUAS WILAYAH
	JUMLAH KK
	MENURUT KELAMIN
	JUMLAH

	
	
	
	
	LK
	PR
	

	1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
	One Pute Jaya
Bahomotefe

Bahomoahi

Ululere

Kolono

Geresa

Laroue

Nambo

Unsongi

Lahuafu
	18,23

55,00

63,00
33,00

48,00

17,00

28,00

52,00

47,00

26,00


	152

275

123

189

283

129

181

192

129

179


	376
632

257

409

638

327
376
438
303
370
	326
571

264

384
585

314
360

393
293
411
	702
1203
521

793

1233
641
736
831
596

781

	
	JUMLAH
	387,23
	1.832
	4126
	3901
	8027


Pasal 7


Cukup Jelas

Pasal 8 


Cukup Jelas

Pasal 9


Cukup Jelas

Pasal 10


Cukup Jelas
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